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ABSTRAK 

 

Mahkamah Konstitusi merupakan lembaga peradilan yang memegang kewenangan 

pengujian undang-undang di Indonesia. Akan tetapi, tidak terdapat pengaturan 

terkait enforcement bagi lembaga negara lain dalam pelaksanaan Putusan 

Mahkamah Konstitusi terkait Pengujian Undang-Undang, sehingga berimplikasi 

pada banyaknya Putusan Mahkamah Konstitusi yang tidak terlaksana. Padahal 

mekanisme tersebut merupakan salah satu bentuk perlindungan terhadap hak 

konstitusional warga negara. Dengan demikian, maka tidak terlaksananya Putusan 

Mahkamah Konstitusi juga harus dipandang sebagai tidak terpenuhinya hak 

konstitusional warga negara. Atas isu tersebut, diperlukan kajian lebih lanjut terkait 

eksekusi Putusan Mahkamah Konstitusi dalam pengujian undang-undang. Melalui 

penelitian ini, akan ditemukan konstruksi hukum yang paling tepat dalam eksekusi 

Putusan Mahkamah Konstitusi di Indonesia. Untuk mencapai tujuan tersebut, 

penelitian ini akan dilakukan menggunakan metode penelitian hukum normatif 

dengan tipologi reform-oriented research. Melalui pemahaman terkait kewenangan 

Mahkamah Konstitusi serta studi terhadap beberapa Putusan Mahkamah Konstitusi, 

penelitian ini kemudian menjelaskan terkait latar belakang ketidakterlaksanaan 

Putusan Mahkamah Konstitusi. Selanjutnya, melalui studi perbandingan 

pengaturan terkait eksekusi Putusan Mahkamah Konstitusi di Jerman, Hungaria, 

dan Kosovo, ditemukan bahwa dua mekanisme yang dapat diterapkan di Indonesia 

adalah pengaturan terkait hubungan resiprokal antar lembaga Negara dalam 

konstitusi serta memberikan ruang bagi akademisi maupun NGO (non-

Governmental Organization) untuk mengkaji ketaatan lembaga Negara atas 

pelaksanaan Putusan Mahkamah Konstitusi. 

Kata Kunci: Ketataatan Putusan Mahkamah Konstitusi; Pengujian Undang-

Undang; Putusan Mahkamah Konstitusi  
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ABSTRACT 

 
The Constitutional Court is a judicial institution that holds the authority of judicial 

review in Indonesia. However, there are no regulations related to enforcement for 

other state institutions in implementing the judicial review decisions of the 

Constitutional Court, so that it has implications for many decisions of the 

Constitutional Court that are not implemented. Whereas the judicial review 

mechanism is one form of protection of the constitutional rights of citizens. Thus, 

the non-implementation of the Constitutional Court's decision must also be seen as 

the non-fulfillment of the citizens' constitutional rights. On this issue, further studies 

are needed regarding the execution of the Constitutional Court Decision in a 

judicial review. Through this research will be found the most appropriate legal 

construction in the execution of Constitutional Court Decisions in Indonesia. To 

achieve this goal, this research will be conducted using a normative legal research 

method with a typology of reform-oriented research. Through an understanding of 

the authority of the Constitutional Court as well as a study of several Constitutional 

Court Decisions, this study then explains the background of the non-implementation 

of the Constitutional Court's Decisions. Furthermore, through a comparative study 

of the arrangements related to the execution of Constitutional Court Decisions in 

Germany, Hungary, and Kosovo, it was found that two mechanisms that can be 

applied in Indonesia are regulations related to reciprocal relations between state 

institutions in the constitution and provide space for academics and also NGOs 

(non-Governmental Organizations) to review the compliance of state institutions 

on the implementation of the Constitutional Court Decision. 

Keywords: Compliance of the Constitutional Court’s Decisions; Judicial Review; 

Constitutional Court Decision 
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